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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), 

dalam perubahannya telah memunculkan intervensi politik khususnya 

terkait dengan tiga Pasal yakni Pasal 73, Pasal 122 dan Pasal 245 karena 

dalam proses pembentukan Undang-undang MD3 terindikasi bahwa revisi 

UU MD3 bersifat by design terlebih lagi terjadinya rational choice di 

tubuh parlemen. Polemik terjadinya revisi Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2019 tentang MD3, di dasarkan adanya konstalasi politik dan 

kekuasaan yang diperankan secara tidak ideal. Kecenderungan yang terjadi 

di tubuh parlemen adalah adanya individu-individu tanpa akal sehat 

mengedepankan kepentingan pribadi dalam proses politik dan lemahnya 

kontrol Partai Politik. 

2. Implikasi terbentuknya Undang-undang MD3 adalah semakin luasnya hak 

imunitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 

merupakan hak untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan dan diganti 

antar waktu karena bersikap, bertindak, bertanya dan menyatakan 

pendapat baik lisan atau tulisan dalam hal yang berkaitan dengan tugas, 

fungsi, wewenang dan hak serta wewenang konstitusional di dalam rapat 

atau diluar rapat DPR. Implikasi Undang-undang MD3 membungkam 

kebebasan yang bisa menciptakan mekanisme pertahanan diri dari masing-



74 

 

 

masing lembaga untuk melindungi diri dari „serangan‟ hoax yang 

dirasakan semakin meresahkan. Implikasi terhadap equality before the law 

mengenai meluasnya hak imunitas anggota DPR RI terkait Undang-

undang MD3 Pasal 245 ayat (1) yang telah dijabarkan pada pembahasan 

sebelumnya, apabila di kaitkan dengan prinsip persamaan di muka hukum 

memang anggota DPR RI selaku pejabat negara mendapat sebuah 

perlakuan istimewa yang mana apabila anggota DPR dimintai keterangan 

atau dipanggil terkait dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan 

tugasnya harus mendapat pertimbangan dari MKD untuk kemudian 

mendapat persetujuan tertulis dari Presiden hal tersebut tentunya 

membedakan proses hukum anggota DPR dari warga negara indonesia 

lainnya. 

B. Saran 

Adapun Saran yang dapat penyusun rekomendasikan adalah sebagai berikut : 

a. Perlu dilakukan pengkajian untuk menyusun naskah akademik dan draft 

rancangan undang-undang MD3. Dalam Pasal 73, 122, dan 245 ayat (1) 

Undang-Undang MPR, DPR RI, DPD dan DPRD (MD3) penting untuk 

dibenahi kembali sebab pada kenyataannya frasa “tidak sehubungan 

dengan tugas” memberikan kekebalan yang absolut kepada anggota DPR 

selaku pejabat publik dan bertentangan dengan Konsep hak imunitas 

yang sejatinya diberikan kepada pejabat publik sebagai upaya 

pencegahan kriminalisasi dalam pelaksanaan tugas. 
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b. Dari beberapa implikasi disahkannya Undang-undang MD3 seperti hak 

imunitas DPR, membungkam kebebasan serta mencidrai equality before 

the law perlu dilakukan kajian ulang supaya tidak terjadi abuse of 

poewer (kesewenang-wenangan) apalagi DPR sebagai lembaga tinggi 

negara seharusnya lebih mengutamakan rakyat dibandingkan 

kepentingan sendiri untuk menciptakan equality before the law. 
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